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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang PPL 

Pada abad perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, maka kita memerlukan 

peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang handal dan siap pakai. Dengan 

demikian banyak lembaga pendidikan atau universitas menerapkan suatu sistem yang dapat 

menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan 

pekerjaan yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara kita. Melihat 

situasi dan kondisi yang sekarang ini, kita dituntut untuk bisa menguasai ilmu yang kita 

terima didunia pendidikan dan dapat mengaplikasikannya didunia bisnis atau kerja. Dalam 

mengaplikasikan pengetahuannya mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan praktek 

kerja langsung ke kantor atau perusahaan yang bisa disebut PPL. 

PPL adalah penerapan pelajaran yang sudah ada dilingkungan fakultas, kemudian 

dipraktekkan dilapangan dalam hal ini dunia kerja nyata. Kegiatan magang berisikikan unsur-

unsur pendidikan dan penelitian. 

PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah instansi terbaik yang dipilih oleh 

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara untuk melaksanakan PPL, karena di Kantor 

Pelayanan Pajak Binjai Mahasiswa dapat belajar , menambah pengalaman kerja untuk bekal 

di dunia kerja. 

Oleh karena itu kami dari kelas A Manajemen Perpajakan direkomendasikan agar 

magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai supaya  mahasiswa benar-benar mengerti 

tetang tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam dunia kerja. 
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Dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan memuaskan, 

cerdik dan pintar serta mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, maka dalam hal ini 

Univeritas Muhammadiyah Sumatra Utara menjadikan program PPL ini menjadi suatu 

keharusan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan bidang studinya. Program yang telah 

direncanakan pihak Universitas untuk dapat menghasilkan dan menciptakan hubungan timbal 

balik antara dunia kerja sebagai pencipta kesempatan kerja dengan dunia pendidikan sebagai 

penyedia tenaga kerja terdidik. 

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiu, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 
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1.2 Ruang Lingkup PPL  

PPL merupakan langkah awal sebagai alat perkenalan mahasiswa/mahasiswi pada dunia 

kerja, karena dengan adanya PPL para mahasiswa/mahasiswi tidak akan merasa canggung 

lagi jika bekerja nantinya dan juga akan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, 

tanggung jawab, dan profesionalisme dalam pekerjaan. 

Dalam pelaksanaan PPL di Kantor Pajak Pratama Binjai penulis ditempatkan dibagian 

Seksi Ekstensifikasi Bagian tugas di Ekstensifikasi ini antara lain : 

1. Tempat wajib pajak melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Orang Pribadi Usahawan. 

2. Tempat Pembuatan kode E-Billing agar mempermudah wajib pajak membayar iuran 

pajak di kantor pos/bank. 

3. Bagian pengambilan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru dicetak. 

4. Bagian pengecekan ketika wajib pajak yang sudah membuat atau mempunyai npwp 

tetapi tidak membayar iuran pajak yang sudah lama tertunda dan ingin membuat npwp 

baru. 

5. Bagian pengecekkan wajib pajak yang nunggak membayar iuran pajak. 

6. Pusat informasi tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi usahawan.  

1.3  Tujuan dan Manfaat PPL 

1.3.1.  Tujuan PPL 

Dengan PPL kerja ini mahasiswa/mahasiswi diharapkan mampu menerapkan ilmu yang 

didapat dibangku kuliah ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam 

dunia kerja. Tujuan dari pelaksanaan PPL adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan 

menerapkannya di dunia kerja. 
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2. Untuk mengembangkan cara berpikir mahasiswa/mahasiswi agar bisa lebih cepat 

dalam mengembangkan kemampuan diri. 

3. Melatih mahasiswa/mahasiswi menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab dan 

berpikir maju. 

4. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan seta etika kerja agar dapat 

menyesuaikan diri dan mengenal lebih jauh lingkungan kerja yang sebenarnya. 

1.3.2  Manfaat PPL  

Magang kerja mempunyai manfaat yang sangat besar bagi maasiswa/mahasiswi, 

perguruan tinggi, kantor dan masyarakat, adapun manfaat magang kerja tersebut antara lain: 

manfaat bagi mahasiswa/mahasiswi 

1. Menambah wawasan mahasiswa/mahasiswi tentang ruang lingkup dunia kerja. 

2. Mendidik mahasiswa/mahasiswi menjadi seseorang yang matang dalam mengambil 

tindakan. 

3. Agar mahasiswa/mahasiswi mampu mengatasi segala permasalahan yang ada serta 

bertanggung jawab atas hasil kerjanya. 

Manfaat bagi perguruan tinggi 

1. Terjadinya kerja sama bilateral antara universitas dengan intansi. 

2. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja 

magang. 

Manfaat bagi instansi 

1. Dapat membantu meringankan tugas-tugas karyawan. 

2. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. 

3. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa/mahasiswi yang melakukan magang. 
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BAB II 

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN 

2.1 Deskripsi Data 

2.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

 Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki 

wilayah kerja sebagai berikut:Kotamadya Binjai 

1. Kabupaten Langkat 

2. Kabupaten Deli Serdang 

a. Kec. Labuhan Deli 

b. Kec. Sunggal  

c. Kec. Pancur Batu 

d. Kec. Hamparan Perak 

e. Kec. Sibolangit  

f. Kec. Kutalimbaru  

3. Kabupaten Tanah Karo 

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

95/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan saat mulai beroprasinya Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara II serta Kantor Pajak Pratama dan/atau Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Sumatra Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan 

Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor 

Pelayanan Pajak Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi 
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Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu 

atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja antara lain : 

1. Kotamadya Binjai 

a. Kec. Binjai Timur 

b. Kec. Binjai Kota  

c. Kec.  Binjai Utara 

d. Kec. Binjai Barat 

e. Kec. Binjai Selatan.  

2. Kabupaten Langkat 

a. Kec. Pangkalan Susu 

b. Kec. Hinai 

c. Kec. Secanggang 

d. Kec. Sawit Seberang 

e. Kec. Babalan  

f. Kec. Sei Lepan 

g. Kec. Stabat  

h. Kec. Sirapit. 

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Pelayanan 

Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada 

pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 januari 2014. 

 Lokasi KPP Pratama Binjai terletak di Jalan Jambi Nomor 1 Rambung Barat, Binjai 

Selatan. Kantor ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan pengawasan dan pemberian 

pelayanan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya. KPP Pratama 

Binjai dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri atas Kepala 
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Kantor, Sub Bagian Umum, dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang 

Kepala Seksi. 

2.1.2  Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai  

 Adapun Visi, Misi dan Motto KPP Pratama Binjai yaitu : 

1) Visi KPP Pratama Binjai 

“ Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Negara terbaik di lingkungan Kantor Wilayah 

DJP Sumatera Utara”. 

2) Misi KPP Pratama Binjai 

a. Bekerja dengan menjungjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan. 

b. Menyelesaikan Fungsi Administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang-

undang Perpajakan secara adil. 

c. Memberikan pelayanan perpajakan terbaik bagi masyarakat khususnyya di 

wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. 

2.1.3.  Lokasi Geografis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terletak di Jalan Jambi Nomor 1 Rambung 

Barat, Binjai Selatan, Kota Binjai provinsi Sumatra Utara. Kantor ini mempunyai Kewajiban 

untuk memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan terhadap wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2.1.4.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan 

pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM dan pajak tidak langsung lainnya 

dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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 Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah memberikan pelayanan, 

bimbingan, koordinasi, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak 

dalam wilayahnya, pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan perpajakan, memberi 

bimbingan dan koordinasi di bidang penyuluhan serta pelayanan masyarakat di bidang 

perpajakan, pemantauan, pengelolahan, dan penyajian informasi perpajakan, registrasi dan 

evaluasi data wajib pajak, pemeriksa pajak, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan 

kebijaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak serta pengawasan terhadap seksi-

seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 

Gambar.2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

 

          

  

  

 

  

 

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seorang Kepala KPP dibantu oleh seluruh staf 

dan bagian yang bertanggung jawab langsung kepadanya, bagian-bagian tersebut mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

fungsional  Subbagian Umum 
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Pengolaha

n Data dan 

Informasi 

 

Seksi  

Waskon I  

Waskon II 

Waskon 

III dan IV 

 

Seksi 

Pelayanan 

 

 

Seksi 

Pemeriksa

an  

 

 

Seksi 

Ekstensifi

kasi 

Perpajakan 

 

Seksi 

Penagihan  

 

 

Kepala  

KPP Pratama Binjai 
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1. Kepala KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan, 

pemeriksaan dan penagihan. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata 

usaha, dan rumah tangga. 

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, 

pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 

perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, 

pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, 

pelaksanaan i-SIMSIOP dan SIG, serta penyajian laporan kerja. 

5. Seksi Waskon I, II, III dan IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Penyusunan Profil Wajib Pajak. Analisis kinerja 

Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan 

imbauan kepada Wajib Pajak. 

6. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 

hukum perpajakan, pengadministrasian dukumen dan berkas perpajakan, penerimaan 

dan pengolahan Surat Pemberitauan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan 

perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama 

perpajakan. 

7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan 

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan 

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan 

perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengolahan risiko, kepatuhan 
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terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

8. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi 

perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemuthiran basis 

data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 

9. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan piutang pajak, 

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan. 

Tabel 2.1 Nama Kepala Pegawai di KPP Pratama Binjai 

 

1. Kelapa Kantor 

2. Kasubbag Umum 

3. Seksi Pelayanan 

4. Seksi Pelayanan Data dan Informasi 

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
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8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 

9. Seksi Ekstensifikasi 

10. Seksi Penagihan 

11. Seksi Pemeriksaan 

12. – 13. Pemeriksaan Pajak Madya  

2.2.  Kajian Teori 

2.2.1 Pengertian Pajak 

 Ada beberapa defenisi pajak yang dirumuskan oleh beberapa ahli dalam bidang 

keungan negara, ekonomi dan hukum. Beberapa definisi pajak menurut beberapa ahli, antara 

lain : 

1. Prof. DR.P.J.A. Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang 

digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelengarakan pemerintah. 

2. UU NO.16 TAHUN 2009 TENTANG KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pajak adalah punggutan yang dikenakan  kepada 

rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang 

perdagangkan. 
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2.2.2  Fungsi Pajak 

 Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi 

(Mardiasmo 2011: 1), yaitu : 

1. Fungsi anggran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah 

dalam bidang sosial ekonomi. 

2.2.3  Jenis-Jenis Pajak 

 Pengklasifikasian jenis-jenis pajak dapat dilakukan berdasarkan pihak yang 

menanggung yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, berdasarkan pihak yang 

memungut yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dan berdasarkan sifatnya pajak subjektif dan 

pajak objektif. 

 Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan tidak dapat 

dibebankan kepada pihak lain contoh : Pajak Penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan 

(PBB). Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan 

kepada pihak lain conto : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, pajak penjualan 

barang mewah (PPnBM), dan pajak penjualan (PPn). 

 Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat contoh : PPh, PPN, 

PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah 

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah contoh : pajak tontonan, retribusi, pajak 

kendaraan bermotor. 

 Pajak subjektif adalah pajak yang dibebankan dengan memperhatikan kondisi objektif  

pembayar pajak seperti kemampuan dari wajib pajak contoh : PPh. Sedangkan pajak objektif 

adalah pajak yang dikenakan berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak 

contoh : PPN dan PPnBM. 

2.2.4  Sistem Perpajakan di Indonesia 

 Reformasi perpajakan tahun 1983 merupakan awal terjadinya perubahan sistem 

perpajakan dari official assesment system ke self assesment system, namun pada dasarnya 

sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia bukanlah murni self assesment system karena 
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didalam pelaksanaannya sistem perpajakan di Indonesia juga dikenal adanya jenis pajak 

pemotongan dan pemungutan melalui pihak lain (witholding taxes). 

2.3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 

2.3.1 Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan 

 Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, 

NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan serta wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Wajib 

Pajak saja. 

 Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung 

lainnya seperti sebagai pembayar pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar 

Negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak ditolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika 

melalukan pengurusan Surat Izin Perdagangan (SIUP) dan sebagai salah satu syarat 

pembuatan Rekening koran di bank. Terhadap wajib pajak mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pajak. 

 Manfaat-manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak diharapkan menjadi motivasi bagi 

wajib pajak tidak hanya untuk dipatuh. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus 

patuh memenuhi kewajiban berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayarkan 

pajaknya. Oleh karena itu, kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga 

sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayarkan dan melaporkan pajaknya 
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2.3.2  Prosedur Kerja, Kendala dan Pemecahan Masalah 

 Prosedur kerja magang disesuaikan dengan tugas/job masing-masing bagian, 

dikarenakan tugas di Seksi Ekstensifikasi hanya bisa dikerjakan oleh petugas-petugas di 

Ekstensifikasi penulis dialihkan di bagian pendaftaran NPWP tepat nya diruang bawah 

tempat wajib pajak mendaftarkan NPWP yang penulis lakukan adalah : 

a) Menginput data wajib pajak dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Orang Pribadi Usahawan. 

b) Membantu Wajib Pajak dalam pengisian Formulir permohonan pembuatan NPWP 

orang pribadi usahawan. 

c) Membuat kode E-Billing wajib pajak. 

d) Menjelaskan kepada Wajib Pajak tentang manfaat, kegunaan dan sanksi wajib pajak 

yang sudah mempunyai NPWP  

Cara mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi Usahawan 

terlebih dahulu wajib pajak mengisi formulir permohonan NPWP orang pribadi 

usahawan yang akan dibantu oleh penulis agar mempermudah penulis menginput data 

wajib pajak. Biasanya aplikasi penginputan data sudah dilogin kan terlebih dahulu 

oleh karyawan yang tugas atau piket dihari itu juga jadi penulis tinggal menginput 

data dari formulir permohonan NPWP wajib pajak yang sudah diisi oleh wajib pajak 

usahawan dalam bentuk tulisan: 

1. Penulis membantu wajib pajak dalam pengisian formulir permohonan pembuatan 

NPWP orang pribadi usahawan  

Gambar 2.2 Formulir permohonan pembuatan NPWP orang pribadi usahawan 
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2. Penulis tinggal menginput data yang sudah diisi oleh wajib pajak di formulir 

permohonan NPWP Orang Pribadi Usahawan.  

Gambar.2.3 Penginputan Formulir Permohonan NPWP Orang Pribadi Usahawan 
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3. klik “Next” untuk melanjutkan penginputan data sampai selesai di tahap 9 (tahap 

akhir) dalam penginputan data 

4. hingga selesai ditahap ke 9 (tahap akhir) penginputan data 

Gambar 2.4 Tahap akhir penginputan data 

 

5. Lalu klik “simpan” dan muncul gambar seperti ini dan klik “kirim permohonan” 

agar hasil rekaman dapat dicetak 

Gambar 2.5 hasil rekaman penginputan data 

 

6. Setelah hasil rekaman tercetak (diprint) maka penulis dapat memberi surat hasil 

rekaman tersebut kepada wajib pajak. 

7. Dan wajib pajak memberikan surat hasil rekaman tersebut kepada bagian 

pelayanan agar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat di terbitkan dan di cetak 

kartu NPWP bila blangko masih ada  
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8. Setelah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah diterbitkan maka wajib pajak 

kembali ke penulis yaitu bagian ekstensifikasi untuk membuat Kode E-Billing. 

9. Penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi seorang 

wajib pajak yang sudah memiliki NPWP orang pribadi usahawan 

10. Setelah itu penulis akan membuat Kode E-Billing untuk wajib pajak agar 

mempermudah pembayaran iuran pajak wajib pajak  

Gambar 2.6  Pembuatan Kode E-Billing 

 

11. Lalu klik “Buat kode billing” agar kode tersebut dapat diterbitkan . 

12. Maka terbitlah kode billing 

Contoh 2.7 Contoh Kode Billing 

. 

13. Maka wajib pajak dapat membayar iuran pajak pertama melalui kantor pos yang 

berada di kantor kpp pratama binjai dari jam 08.00-12.00 
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 Kendala Kerja dan Pemecahannya 

Selama penulis melaksanakan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

khususnya dibagian Seksi Ekstensifikasi penulis ada beberapa kendala kerja yang penulis 

hadapi yaitu : 

1. Adanya 1 printer untuk 2 komputer yang terkadang membuat salah satu komputer 

tersebut tidak bisa mengeprint dan harus dicetak di komputer satu nya lagi dan harus 

login karyawan terlebih dahulu agar dapat mencetak hasil inputan rekaman tersebut 

dikarenakan 1 komputer harus 1 login karyawan tidak boleh sama login nya. 

2. Adanya wajib pajak menanyakan diluar dari sepengetahuan saya dan harus menjawab 

dengan karyawan yang piket dihari itu akan tetapi karyawan tersebut tidak berada 

ditugas piket. 

3. Ketika wajib pajak datang untuk menanyakan kartu npwp yang sudah tercetak 

ditanggal surat pengambilan kartu npwp dan ternyata kartu npwp tersebut belum bisa 

dapat dicetak dikarenakan blanko belum ready di kantor dan wajib pajak tersebut 

marah-marah 

Dari kendala yang dihadapi di atas, upaya pemecahan masalahnya adalah : 

1. Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak agar sabar dalam menunggu dalam 

proses pencetakan hasil rekaman 

2. Mengarahkan wajib pajak agar menyakan diluar sepengetahuan saya di bagian 

Tempat Pelayan Terpadu (TPU) 

3. Menjelaskan kepada wajib pajak tentang belum readynya blanko tersebut agar wajib 

pajak sabar menunggu dalam pencetakan kartu npwp dengan jangka waktu 2 minggu 

kedepan 
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2.4  Analisis dan Pembahasan 

2.4.1  Kebermanfaatan NPWP 

       Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan satu set nomor yang terdiri dari 11 

(sebelas) angka/digit dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok tiap kelompok 

mempunyai arti tersendiri 

1. Manfaat dan Kegunaan NPWP 

a. Menghindari Sanksi Pidana 

Pasal 39 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan menyebutkan, warga yang memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif tetapi tidak memiliki NPWP terancam pidana penjara paling singkat ^ 

bulan dan paling la 6 tahun. 

b. Mengajukan Kredit ke Bank 

Ketika mengajukan kredit ke bank, bank memerlukan dokumen seperti NPWP 

sebagai jaminan untuk mencairkan dana. NPWP ini juga berfungsi sebagai 

identitas peminjam ketika bank memotong PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman. 

c. Pengajuan dan Pembuatan SIUP 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan bukti sah dari berdirinya 

suatu usaha. NPWP menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum 

pemerintah daerah memberikan SIUP kepada pengusaha 

d. Menghindari Tarif Pajak Tinggi 
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Bagi yang tidak mempunyai NPWP, Wajib Pajak yang terkena PPh Pasal 21 

akan lebih besar 20% ketimbang yang memiliki NPWP. Untuk tarif PPh Pasal 

23, pembayaran pajaknya menjadi dua kali lipat. 

e. Membuat Paspor 

Bagi yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, paspor tentu wajib 

dimiliki. NPWP menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan untuk membuat 

paspor, selain KTP dan Kartu Keluarga  

f. Mengurus Restitusi 

Jika terlanjur membayar pajak yang pembayarannya melebihi nominak yang 

seharusnya, tentu anda ingin mengambil kembali kelebihan uang yang 

dibayarkan tersebut. 

g. Melamar Pekerjaan 

Banyak perusahaan mewajibkan para calon pekerjaannya memiliki NPWP. 

Sebab, ketika nanti sudah bekerja sebagai karyawan, perusahaan akan 

memotong PPh pasal 21 karyawannya dengan tarif nominal, yaitu tarif bagi 

karyawan yang memiliki NPWP. 

2. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

a)  Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, artinya wajib pajak 

yang sudah memiliki NPWP, maka dapat dipergunakan sebagai kartu tanda 

pengenal diri wajib pajak. 

b) Memudahkan pengurusan administrasi, artinya wajib pajak yang memiliki 

NPWP akan mendapatkan kemudahan pengurusan administrasi dalam lingkup 

perpajakan, dan aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban 

perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi 

perpajakan. 
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c) Memudahkan pelayanan pajak, artinya wajib pajak yang melakukan 

penyetoran, pelaporan pajak atau urusan lain yang berkaitan dengan pajak 

akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak dengan adanya kepemilikan 

NPWP maka wajib pajak akan tertib. 

2.4.2  Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak 

 Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang 

bermaterikan hak dan kewajiaban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya 

kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan-

peraturannya. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun 

pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja 

maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

 Berdasarkan UU No 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu 

menyampaikan SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka 

waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang 

Ketentuan Perpajakan No 16 Tahun 2009 yang berbunyi: 

1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa 

pajak. 

2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, 

paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 



26 
 

3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. 

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah, sebabnya, penting bagi Wajib 

Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari 

apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran 

mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan. 

 Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan 

ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi 

pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

 Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya 

berupa bunga dan kenaikan yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan peraturan 

perudang-undangan perpajakan yang akibat umumnya tidak merugikan negara. Sanksi 

administrasi berupa bunga 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang 

membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak 

melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo terlambat membayar. 

 Berdasarkan Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, 

terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu : 

a) Denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang 

melanggar ketentuan perundang- undangan perpajakan. 
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Tabel  II.2  Sanksi Administrasi Berupa Denda 

No Peraturan Tentang Jenis Sanksi 

1 
UU KUP 2007 Pasal 
7 ayat (1) 

SPT Tidak Disampaikan:   

a. SPT Masa PPN  Rp                                 500.000,00 

b. SPT masa lainnya  Rp                                 100.000,00 

c. SPT Tahunan PPh WP Badan  Rp                             1.000.000,00 

d. SPT Tahunan PPh WP OP  Rp                                 100.000,00 

2 
UU KUP 2007 Pasal 
8 ayat (3) 

Pengungkapan ketidakbenaran dan 
pelunasan sebelum penyidikan 

150% x jumlah pajak kurang bayar 

3 
UU KUP 2007 Pasal 
14 ayat (4) 

a. PKP tidak membuat faktur pajak 

2% dari pengenaan pajak 

b. PKP tidak mengisi form pajak secara 
lengkap 

c. PKP melaporkan faktur tidak sesuai 
masa terbit 

4 
UU KUP 2007 Pasal 
14 ayat (5) 

PKP gagal produksi telah diberikan 
restitusi 

5 
UU KUP 2007 Pasal 
25 ayat (9) 

Pengajuan keberatan 
ditolak/dikabulkan sebagian 

50% x jumlah pajak berdasarkan 
keputusan keberatan dikurangi dengan 
pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan 

6 
UU KUP 2007 Pasal 
27 ayat (5d) 

Permohonan banding 
ditolak/dikabulkan sebagian 

100% x jumlah pajak berdasarkan 
Putusan Banding dikurangi dengan 
pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan 

 

b) Sanksi Administrasi Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib 

pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang 

harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. 
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Tabel  II.3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 

No Peraturan Tentang Jenis Sanksi 

1 
UU KUP 2007 
Pasal 8ayat (5) 

Pengungkapan ketidakbenaran 
pengisian SPT setelah lewat 2 
tahun sebelum terbitnya SKP 

50% dari pajak yang kurang dibayar 

    
a. SKPKB karena SPT tidak 
disampaikan 50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam setahun 

2 
UU KUP 2007 
Pasal 13 ayat (3) 

b. PPN/PPnBM tidak seharusnya 
dikompensasi atau tidak 
seharusnya dikenai tarif 0% 

100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, 
tidak/kurang disetor dan  

    

c. Kewajiban pembukuan & 
pemeriksaan tidak dipenuhi 
sehingga tidak diketahui 
besaran pajak terutang 

dipotong/dipungut tetapi tidak/kurang disetor atau 100% dari PPN dan 
PPnBM yang tidak/kurang dibayar 

3 
UU KUP 2007 
Pasal 13A 

Tidak menyampaikan 
SPT/menyampaikan SPT tetapi 
isinya tidak benar/tidak lengkap 
atau melampirkan keterangan 
yang isinya tidak benar, yang 
dilakukan karena kealpaan dan 
pertama kali 

200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui 
penerbitan SKPKB 

4 
UU KUP 2007 
Pasal 15 ayat (2) Kekurangan pajak pada SKPKBT   

5 
UU KUP 2007 
Pasal 17C ayat 
(5) 

SKPKB yang terbit dilakukan 
pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak bagi WP dengan 
kriteria tertentu 100% dari jumlah kekurangan pajak 

6 
UU KUP 2007 
Pasal 17D ayat 
(5) 

SKPKB yang terbit setelah 
dilakukan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak 
bagi wajib pajak dengan 
persyaratan   
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c) Sanksi Administrasi berupa bunga, meliputi 

i. Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak 

tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa 

adanya surat tagihan STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan 

menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi : Bunga karena pembetulan 

SPT, Bunga karena angsuran / penundaan pembayaran, Bunga karena 

terlambat membayar, Bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya 

terutang dan pajak sementara. 

ii. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang tidak 

dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat 

tagihan berupa STP, SKPKB atau SKPKBT. 

iii. Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan 

pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 

bulan. 

Tabel  ll.4. Sanksi Administrasi berupa bunga 

No Peraturan Tentang Jenis Sanksi 

1 
UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat 
(2) 

Pembetulan SPT tahunan dalam 
2 tahun 

  

2 
UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat 
(2a) 

Pembetulan SPT masa dalam 2 
tahun 

2% per bulan dari jumlah pajak yang 
kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo 
pembayaran s/d tanggal pembayaran 

3 
UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat 
(2a) 

Keterlambatan bayar/setor 
pajak masa 

  

4 
UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat 
(2b) 

Keterlambatan bayar/setor 
pajak tahunan 
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5 
UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat 
(2a) 

SKPKB kurang bayar atau tidak 
dibayar dan penerbitan NPWP 
dan pengukuhan PKP secara 
jabatan 

2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 
24 bulan 

6 
UU KUP 2007 Pasal 13 Ayat 
(5) 

Penerbitan SPT setelah 5 tahun 
48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang 
dibayar 

7 
UU KUP 2007 Pasal 14 ayat 

(3) 

(a) PPh tahun berjalan 
tidak/kurang bayar 

2% per bulan dari jumlah pajak tidak/ 

  (b) SPT kurang bayar kurang dibayar maksimal 24 bulan 

8 
UU KUP 2007 Pasal 14 Ayat 
(5) PKP gagal produksi 2% dari pajak yang ditagih 

9 
UU KUP 2007 Pasal 15 Ayat 
(4) 

SKPKBT diterbitkan setelah 
lewat 5 tahun karena adanya 
tindak pidana 

48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar 

10 
UU KUP 2007 Pasal 19 Ayat 
(1) 

SKPKB/T, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan atau Putusan Banding 
yang berakibat kurang 
bayar/terlambat bayar 

2% per bulan dari jumlah pajak yang 
tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal 
jatuh tempo s/d tanggal 
pelunasan/diterbitkannya STP 

11 
UU KUP 2007 Pasal 19 Ayat 
(2) 

Pembayaran mengangsur atau 
menunda 

12 
UU KUP 2007 Pasal 19 Ayat 
(3) 

Kekurangan pajak karena 
penundaan SPT 

2% per bulan dari kekurangan pembayaran 
dihitung dari batas akhir penyampaian SPT 
s/d tanggal dibayarnya kekurangan 
tersebut. 

 

Pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak 

kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada 

wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung 

jumlah pajak terutang. 
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Resmi (2014,73) mengatakan bahwa sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat 

wajib pajak tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan, denda sebesar Rp. 100.000 bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT Masa 

atau bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan. Berdasarkan 

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi 

administrasi yaitu : 

a) Denda pidana yaitu denda yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan 

tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. 

b) Pidana kurungan yaitu Pidana yang ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga 

karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ketentuannya sama 

dengan yang diancamkan dengan denda pidana. 

c) Pidana Penjara yaitu Pidana yang ditujukan kepada pejabat dan kepada wajib pajak 

karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan. 

Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus 

agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau 

siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan 

kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. 

Sanksi pajak berdasarkan Pasal 7 UU KUH No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib 

pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka 

waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana wangka 

waktu tersebut adalah sesuai dengan Pasal 3 Ayat 3 dan Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang 

Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 masing-masing yang berbunyi: 

a) Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa akhir 

masa pajak. 



32 
 

b) Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, 

paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 

c) Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 

4 bulan setelah akhir tahun pajak. 

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dan untuk paling lama 2 

bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada 

Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengikat wajib pajak 

akan tanggungjawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat 

meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu membayar pajak, 

ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT dan ketelitian dalam melaksanakan pencatatan 

dan pembukuan. 

2.4.3  Sanksi Yang Berhubungan dengan NPWP 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau 

menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada 

pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 

paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Berdasarkan 

PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran PPh 

Pasal Pasal 21 Pasal 20: 

1. Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua 
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puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki 

NPWP. 

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang 

seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak. 

3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 

pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. 

4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan 

yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana yang 

bermaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 

Pajak dalam tahun kelender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh 

Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih 

pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan 

dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak. 

2.4.4  Pengaruh Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu 

unsur pajak adalah bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang yang 

mengatur mengenai pajak dan berlaku di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek 

jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan Waji Pajak yang minim 
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mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan 

hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya kepatuhan. 

Sanksi perpajakan sangat diperlukan dalam sistem pajak agar Wajib Pajak patuh akan 

kewajibannya membayar pajak. Untuk itu pemerintah daerah harus mensosialisasikan dengan 

baik kepada para Wajib Pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan sanksi dengan serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi 

denda terhadap Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan 

semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang ditarik dari Laporan Program Pengalaman Lapangan pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Seksi Ekstensifikasi 

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi 

perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemuthiran basis 

data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 

2. Prosedur Kerja Magang  

a. Mempelajari dan melaksanakan apa yang menjadi tugas bagian Seksi 

Ekstensifikasi dengan membantu wajib pajak dalam pembuatan Nomor Pokok 

Wajib Paja (NPWP) Orang Pribadi Usahawan. 

b. Membantu Wajib Pajak untuk pengisian formulir permohonan NPWP Orang 

Pribadi Usahawan. 

c. Membantu Wajib Pajak membuat Kode Billing. 

d. Memberitahu Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban bagi seorang wajib 

pajak yang sudah memiliki NPWP. 

e. Memberitahu dan membantu Wajib Pajak apa saja yang syarat-syarat 

membuat EFIN Badan, syarat yang harus dibawa Wajib Pajak berupa 

menunjukan dan menyerahkan fotocopy dokument berupa menyerakhakan 

identitas diri berupa KTP pengurus, Materai 6000 . 

1. Seksi Ekstensifikasi 
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Seksi Ekstensifikasi sudah berjalan dengan baik karena sudah mengikuti tugasnya 

masing-masing dengan meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan dan 

penggalian potensi pajak Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas antara lain : 

a. melakukan analisa, penjabaran, dan pencapaian target pembuatan NPWP 

Orang Pribadi Usahawan. 

b. Melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak . 

c. Melakukan pengumpulan data pendukung dari pembuatan NPWP Orang 

Pribadi Usahawan. 

3. Manfaat NPWP 

a. Menghindari sanksi pidana 

b. Mengajukan kredit ke bank 

c. Pengajuan dan pembuatan SIUP 

d. Menghindari tarif pajak tinggi 

e. Membuat paspor 

f. Mengurus restitusi 

g. Melamar pekerjaan 

4. Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak 

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu: 

a. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, 

khususnya berupa bunga dan kenaikan yang dikenakan terhadap pelanggar 

ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan yang akibat umumnya 

tidak merugikan negara. Sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan 

dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB 



37 
 

(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat 

jatuh tempo terlambat membayar. 

b. Sanksi Pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang 

digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam 

perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. 

Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih 

pajak yang masih terutang 

3.2. Saran  

 Melalui magang diharapkan mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang didapat, 

mampu beradaptasi serta bersaing dalam dunia kerja yang sebenarnya. Dalam hal ini semua 

pihak yang terkait harus dapat memberikan sarana dan kontribusi demi tercapainya tujuan 

mahasiswa di dalam melakukan praktek kerja/ magang yang akhirnya mewujudnya Sumber 

Daya Manusia yang handal, siap kerja dan bersaing dalam menghadapi era pasar bebas saat 

ini. Berikut saran rekomendasi dari penulis bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai : 

1. Memberikan sosialisasi dan himbauan secara rutin dan intensif kepada wajib pajak di 

wilayah Binjai mengenai perpajakan melalui Seksi Pengawasan dan Konsultasi II agar 

kesadaran wajib pajak semakin meningkat. 

2. Melakukan pengarahan dan himbauan khusus kepada penanggung pajak yang tidak 

taat agar melakukan pelunasan tunggakan pajak sehingga tidak terjadi masalah 

dikemudian hari. 

3. Menambah jumlah printer untuk mencetak hasil rekaman dalam penginputan 

pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi Usahawan  
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Lampiran 1 : Format Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusa Sanksi 

Administrasi 
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Lampiran 2 : Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi 
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 Lampiran 3 : Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP 
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Lampiran 4 : Contoh Kode Billing 
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